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RINGKASAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian penting dalam struktur 

perekonomian nasional karena berperan dalam menyediakan lapangan kerja, 

menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan memperluas pemerataan 

kesempatan berusaha. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi 

keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal, terutama karena tidak memiliki 

aset yang memadai untuk dijadikan agunan tambahan. Kondisi tersebut mendorong 

negara membentuk kebijakan Kredit Usaha Rakyat sebagai instrumen pembiayaan 

yang ditujukan kepada usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan 

tambahan atau agunan tambahannya belum mencukupi. Kebijakan KUR tidak 

hanya merupakan program ekonomi, tetapi juga merupakan produk politik hukum 

negara. Negara menentukan arah, tujuan, kelompok sasaran, subsidi bunga atau 

subsidi marjin, mekanisme penjaminan, ketentuan agunan, serta pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan KUR. Dalam perspektif negara kesejahteraan, 

keterlibatan tersebut mencerminkan tanggung jawab aktif negara untuk mengurangi 

ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperluas kesempatan 

berusaha bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal. Istilah 

“KUR tanpa jaminan” dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kredit tanpa 

pengamanan, tanpa analisis kelayakan, atau tanpa kewajiban pembayaran. Secara 

yuridis, istilah tersebut merujuk pada KUR tanpa agunan tambahan dalam batas 

plafon yang ditentukan oleh peraturan. Usaha atau objek yang dibiayai tetap 

berkedudukan sebagai agunan pokok, sedangkan debitur tetap berkewajiban 

mengembalikan kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.Penelitian ini 

bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan kebijakan KUR tanpa jaminan 

dalam perspektif welfare state di Indonesia dan menganalisis pengaturan hukum 

KUR tanpa agunan tambahan dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara 

untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kewajiban bank menerapkan prinsip 

kehati-hatian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran, 

sistematisasi, dan argumentasi hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 

1. Politik hukum pembentukan kebijakan Kredit Usaha Rakyat tanpa 

jaminan dalam perspektif welfare state di Indonesia. 

Politik hukum pembentukan kebijakan KUR menunjukkan pilihan negara untuk 

menggunakan instrumen hukum dan pembiayaan sebagai sarana memperluas 

akses ekonomi bagi pelaku UMKM. Pilihan tersebut memperoleh dasar 

konstitusional dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 

Wawan Setiawan (2026), Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

dalam Perspektif Welfare State. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85

halaman.
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Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan melalui peraturan mengenai 

UMKM, perbankan, kelembagaan pembiayaan UMKM, dan pedoman 

pelaksanaan KUR. Subsidi bunga atau subsidi marjin, penjaminan kredit, dan 

larangan mensyaratkan agunan tambahan pada plafon tertentu merupakan 

bentuk kebijakan afirmatif negara untuk mengurangi hambatan struktural yang 

dialami pelaku UMKM. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip welfare state 

karena negara tidak menyerahkan akses pembiayaan sepenuhnya kepada 

mekanisme pasar, melainkan melakukan intervensi untuk memperluas 

kesempatan memperoleh sumber daya produktif. Meskipun demikian, KUR 

merupakan manifestasi negara kesejahteraan yang bersifat produktif dan 

terbatas. Kebijakan ini tidak memberikan pembiayaan tanpa syarat, tetapi tetap 

mensyaratkan adanya usaha yang produktif dan layak serta kemampuan debitur 

untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, orientasi 

kesejahteraan dalam KUR diwujudkan melalui pengurangan hambatan agunan 

tambahan, bukan melalui penghapusan seluruh persyaratan pembiayaan. 

2. Keseimbangan antara tanggung jawab negara dan kewajiban bank 

menerapkan prinsip kehati-hatian  

Pengaturan KUR tanpa agunan tambahan tidak menghapus kewajiban bank 

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank tetap wajib memperoleh 

keyakinan berdasarkan analisis yang memadai mengenai itikad, kemampuan, 

dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi kredit. Penilaian kelayakan 

usaha, arus kas, tujuan penggunaan dana, riwayat pembiayaan, dan kemampuan 

membayar tetap menjadi dasar keputusan pemberian KUR. Di sisi lain, prinsip 

kehati-hatian tidak dapat digunakan untuk mensyaratkan kembali agunan 

tambahan pada plafon yang telah dibebaskan dari persyaratan tersebut atau 

untuk membentuk persyaratan lain yang secara substansial berfungsi sebagai 

agunan tambahan. Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan secara 

objektif, transparan, proporsional, dan sesuai dengan tujuan afirmatif kebijakan 

KUR. Tanggung jawab negara diwujudkan melalui pembentukan regulasi, 

penyediaan subsidi, penyelenggaraan penjaminan, pembinaan, pengawasan, 

dan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bank bertanggung jawab 

melakukan analisis kredit dan mengelola risiko secara profesional, lembaga 

penjamin menanggung risiko sesuai cakupan penjaminan, sedangkan debitur 

bertanggung jawab menggunakan dana secara produktif dan memenuhi 

kewajiban pembayaran. Dengan demikian, keseimbangan hukum dalam KUR 

tanpa agunan tambahan terbentuk melalui pembagian tanggung jawab dan 

risiko yang jelas antara negara, bank, lembaga penjamin, dan debitur. 

Keseimbangan tersebut tercapai apabila intervensi negara tetap menjaga 

keberlanjutan pembiayaan, sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh 

bank tidak menghilangkan tujuan KUR untuk memperluas akses pembiayaan 

bagi UMKM. 

 

 

 



 

 

vii 

 

ABSTRAK 

Wawan Setiawan (2026), Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa 

Jaminan dalam Perspektif Welfare State. Program Magister Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. 

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. Pembimbing Pendamping: Dr. Deden 

Koswara, S.H., M.H. dan Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85 halaman. 

Kredit Usaha Rakyat merupakan kebijakan pembiayaan yang dibentuk negara 

untuk memperluas akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan 

atau agunan tambahannya belum mencukupi. Kebijakan tersebut tidak hanya 

merupakan instrumen ekonomi, tetapi juga produk politik hukum yang 

mencerminkan keterlibatan negara dalam mengoreksi ketimpangan akses 

pembiayaan. Penelitian ini menganalisis politik hukum pembentukan kebijakan 

KUR tanpa jaminan dalam perspektif welfare state di Indonesia dan pengaturan 

hukum KUR tanpa agunan tambahan dalam menyeimbangkan tanggung jawab 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kewajiban bank menerapkan 

prinsip kehati-hatian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa politik hukum KUR diarahkan pada perluasan akses 

pembiayaan melalui subsidi bunga atau subsidi marjin, penjaminan, dan larangan 

mensyaratkan agunan tambahan pada plafon tertentu. Kebijakan tersebut 

merupakan manifestasi welfare state yang bersifat produktif karena negara 

memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa menghapus tanggung 

jawab debitur. Secara yuridis, KUR tanpa jaminan harus dimaknai sebagai KUR 

tanpa agunan tambahan, bukan kredit tanpa agunan pokok, tanpa analisis 

kelayakan, atau tanpa kewajiban pembayaran. Pengaturan tersebut tetap 

mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian yang objektif 

terhadap kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Keseimbangan hukum 

tercapai apabila negara melaksanakan fungsi regulasi, subsidi, penjaminan, 

pengawasan, dan pelindungan konsumen, sedangkan bank menerapkan prinsip 

kehati-hatian secara transparan dan proporsional tanpa mensyaratkan kembali 

agunan tambahan yang dilarang oleh peraturan. Dengan demikian, tujuan 

kesejahteraan dan stabilitas perbankan bukan dua kepentingan yang saling 

meniadakan, tetapi harus ditempatkan dalam pembagian tanggung jawab dan risiko 

yang jelas antara negara, bank, lembaga penjamin, dan debitur. 

 

Kata kunci: politik hukum, Kredit Usaha Rakyat, agunan tambahan, welfare state, 

prinsip kehati-hatian. 
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ABSTRACT 

Wawan Setiawan (2026), Legal Politics of People’s Business Credit Without 

Additional Collateral from the Welfare State Perspective. Master of Law 

Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: 

Prof. Dr. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. Co-Supervisors: Dr. Deden 

Koswara, S.H., M.H. and Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85 pages. 

People’s Business Credit (Kredit Usaha Rakyat or KUR) is a financing policy 

established by the state to expand access to capital for Micro, Small, and Medium 

Enterprises that are productive and feasible but do not possess sufficient additional 

collateral. The policy is not merely an economic instrument but also a product of 

legal politics reflecting state intervention in correcting unequal access to formal 

financing. This study examines the legal politics underlying the establishment of 

KUR without additional collateral from the Indonesian welfare state perspective 

and analyzes how its legal framework balances the state’s responsibility to promote 

welfare with the banks’ obligation to apply the prudential principle. This study 

employs normative legal research using statutory, conceptual, and historical 

approaches. The findings demonstrate that the legal policy of KUR is directed 

toward expanding access to financing through interest or margin subsidies, credit 

guarantees, and the prohibition of additional collateral requirements for financing 

within specified limits. This policy represents a productive manifestation of the 

welfare state because the state facilitates access to economic resources without 

eliminating the debtor’s legal responsibility. Legally, KUR without collateral must 

be understood as KUR without additional collateral, rather than credit without 

primary collateral, creditworthiness assessment, or repayment obligations. Banks 

remain required to apply the prudential principle by objectively assessing business 

feasibility and repayment capacity. A proper legal balance is achieved when the 

state performs its regulatory, subsidy, guarantee, supervisory, and consumer 

protection functions, while banks implement the prudential principle transparently 

and proportionately without reintroducing additional collateral requirements 

prohibited by law. Therefore, welfare objectives and banking stability should not 

be treated as mutually exclusive interests but should be accommodated through a 

clear allocation of responsibilities and risks among the state, banks, guarantee 

institutions, and debtors. 

Keywords: legal politics, People’s Business Credit, additional collateral, welfare 

state, prudential principle. 
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